PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 171/07/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA I, KELOMPOK KERJA II DAN
KELOMPOK KERJA III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL
PEMBAHASAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KOTA

TEGAL TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA TEGAL AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dengan disampaikannya Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Walikota Tegal Akhir Tahun
Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Tegal, maka perlu membentuk Kelompok Kerja I,
Kelompok Kerja II dan Kelompok Kerja III Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Pembahasan
Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tegal terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Walikota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Tegal,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang . . .
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5650);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3321);

PeraturanPemerintahNomor 3 Tahun 2007
tentangLaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah
kepadaPemerintah, LaporanPertanggungjawabanKepala
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
danInformasiLaporanPenyelanggaraanPemerintahan
Daerah KepadaMasyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai
Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4713);

10. Peraturan . . .
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan = Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan
Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Berita Daerah
Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II dan
Kelompok Kerja III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tegal Pembahasan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Kota  Tegal terhadap Laporan  Keterangan
Pertanggungjawaban Walikota Tegal Akhir Tahun Anggaran
2015.

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Tegal Pembahasan Rekomendasi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal terhadap Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tegal Akhir Tahun

Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU:

A. Kelompok Kerja I terdiri dari seluruh Pimpinan dan Anggota
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tegal;

B. Kelompok Kerja II terdiri dari seluruh Pimpinan dan Anggota
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tegal;

C.Kelompok Kerja III terdiri dari seluruh Pimpinan dan
Anggota Komisi III Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tegal.

KETIGA . ..



KETIGA : Pembagian Tugas Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II dan

Kelompok Kerja III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tegal Pembahasan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Kota  Tegal terhadap Laporan  Keterangan
Pertanggungjawaban Walikota Tegal Akhir Tahun Anggaran
2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
Keputusan ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Tegal.

KELIMA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Tegal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 04 April 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL
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Wakil Ketu ,\\G» ' Wakil Ketua,
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ANSHORI FAQIH WASMAD EDI SUSILO




LAMPIRAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TEGAL

Nomor 171/07/2016

Tanggal 04 April 2016

PEMBAGIAN TUGAS KELOMPOK KERJA I, KELOMPOK KERJA II DAN
KELOMPOK KERJA III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL
PEMBAHASAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KOTA

TEGAL TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA TEGAL AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

A. KELOMPOK KERJA I

Membahas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal
terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tegal Akhir
Tahun Anggaran 2015 Buku 2 :

BAB1 : Pendahuluan
BABII : Kebijakan Pemerintahan Daerah
BAB IV : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Yang Wajib Dilaksanakan
1. Pendidikan
9. Pertanahan
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
24. Kearsipan
26. Perpustakaan
C. Program yang Dilaksanakan Setiap SKPD
(SKPD sesuai dengan mitra kerja Komisi I

BAB VI : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

A. Kerjasama Antar Daerah
(Sesuai dengan bidang tugas Komisi I)

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
(Sesuai dengan bidang tugas Komisi I)
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
D. Pembinaan Batas Wilayah
F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

B. KELOMPOK KERJA II

Membahas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal
terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tegal Akhir
Tahun Anggaran 2015 Buku 2 :

BAB III : Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
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BAB IV : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Yang Wajib Dilaksanakan
2. Kesehatan
10. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Sosial
14. Ketenagakerjaan
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16. Penanaman Modal
20. Administrasi Keuangan Daerah
21. Ketahanan Pangan
23. Statistik
B. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan
1. Pertanian
2. Kelautan dan Perikanan
4. Perdaganagan
5. Industri
6. Ketransmigrasian
C. Program yang dilaksankan Setiap SKPD
(SKPD sesuai dengan mitra kerja Komisi II)

BABV : Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
BAB VI : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

A. Kerjasama Antar Daerah
(Sesuai dengan bidang tugas Komisi II)
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
(Sesuai dengan bidang tugas Komisi II)

KELOMPOK KERJA III

Membahas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal
terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tegal Akhir
Tahun Anggaran 2015 Buku 2 :

BAB IV : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Yang Wajib Dilaksanakan
3 Pekerjaan Umum
Perumahan
5 Penataan Ruang
6 Perencanaan Pembangunan
7 Perhubungan
8 Lingkungan Hidup
11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
17. Kebudayaan
18. Pemuda dan Keolahragaan
22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25 Komunikasi dan Informatika
B. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan
3. Pariwisata
C. Program yang dilaksankan Setiap SKPD
(SKPD sesuai dengan mitra kerja Komisi II)



BAB VI : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

A. Kerjasama Antar Daerah
(Sesuai dengan bidang tugas Komisi III)

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
(Sesuai dengan bidang tugas Komisi III)

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

BAB VIl : Penutup

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

Wakil Ketua,
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